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Perlindungan Buruh Migran
MIGRANT CARE

6 juta warga negara Indonesia
) bekerja di berbagai belahan
negara. 84 persen pekerja migran
adalah perempuan dan bekerja sebagai
pekerja rumah tangga dengan kondisi
kerja yang tidak layak. Permasalahan
terjadi secara sistematis pada seluruh
mata rantai migrasi. Diperlukan
pengembangan inisiatif lokal untuk
memastikan jaminan perlindungan bagi
buruh migran perempuan.

STRATEGI
1

. Pengorganisasian masyarakat
berbasis komunitas dengan
mendorong terbentuknya *DESBUMI
di tingkat daerah, dan memberikan
pemahaman mengenai hak-hak
buruh migran perempuan. Serta
penguatan data penanganan kasus
buruh migran.

2. Pendampingan kasus di tingkat
nasional dan daerah serta
mendokumentasikan proses
penyelesaian kasus buruh migran.

3. Advokasi kebijakan di tingkat
parlemen nasional dan daerah
untuk mendukung perbaikan nasib
buruh migran dan pekerja rumah
tangga.

HASIL CAPAIAN (2013-2014)

PROGRAM Pengembangan
inisiatif lokal untuk memastikan
jaminan perlindungan bagi buruh
migran perempuan.

SASARAN PROGRAM FOKUS KEBIJAKAN
Buruh migran perempuan dan » Ratifikasi konvensi PBB tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). _ ) 1 700
anggota keluarganya. e UU No. 6 Tahun 2012 tentang Konvensi Internasional mengenai Lebih dari e mantan dan

keluarga buruh migran berpartisipasi dalam
survei tentang kondisi buruh migran sebelum,
saat dan setelah bermigrasi.

Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota
Keluarganya. Migrant CARE bersama mitra mensosialisasikan

TUJUAN Buruh migran undang-undang ini di wilayah kerjanya.

perempuan memiliki pilihan e UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan 90 _ ) 90
untuk bermigrasi, kemampuan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN). Migrant CARE 4 \J warga desa Lebih dari &
berorganisasi yang baik dan mampu terlibat dalam pembuatan naskah akademik perubahan undang- dilatih mengumpulkan data kasus buruh migran
menyuarakan tentang kebutuhan undang sebagai langkah penyempurnaan perlindungan kepada TKI. buruh migran di 18 desa ditangani.

dan prioritasnya kepada para * Peraturan Daerah dan Peraturan Desa terkait dengan buruh dampingan.

pengambil keputusan. migran. *DESBUMI: DESA PERDULI BURUH MIGRAN
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* 4 provinsi LEGENDA PETA
7 kabupaten/kotamadya L Batas provinsi

e 13 kecamatan
e 18 desa

—— Kabupaten/Kota wilayah
cakupan kerja mitra daerah

-4 Batas kabupaten

e DATA DESEMBER 2014

Jawa Tengah Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
« Cilacap » Jember * Lombok Tengah * Lembata
* Kebumen » Banyuwangi

* Wonosobo



